KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 725/MENK ES/SK/V/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa ddam rangka meningkatkan mutu, profesondisme dan kompetens
tenaga kesehatan diperlukan berbaga upaya, diantaranya medui
pendidikan dan pelatihan;

Bahwa agar penydenggaraan pedatihan depat berjdan dengan bak, perlu
ditetgpkan pedoman penyelenggaraan pelaihan di bidang kesehatan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasiond
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3637);

Peraturan Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Propind Sebaga Dagrah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan
Peatihan Jabatan Pegava Negeri Sipil  (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/X1/2001  tentang
Organisas Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam keputusan ini yang dimaksud dengan :



1. Pdatihan addah proses pembdgaran daam rangka meningkatkan kinerja, profesondisme
dan atau menunjang pengembangan karier tenaga kesehatan dalam meaksanakan tugas dan

fungsnya

2. Tenaga keschaan addah sdtigp orang yang mengabdikan diri ddam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan aau keterampilan medui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3. Inditus pedatihan di bidang kesehatan addah bda peatihan dan unit peatihan kesehatan
lainnya yang memiliki tugas dan fungs melaksanakan peatihan di bidang kesehatan.

4. Kurikulum adadah seperangkat rencana dan pengaturan mengena i dan bahan pembdgaran
serta metoda yang digunakan sebagai pedoman menye enggarakan kegiatan pembelgaran.

5. Akrediteas pdatihan addah suau pengekuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan
akreditas yang berwenang kepada suatu pedatihan yang tdah memenihi sandar yang telah
ditetgpkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.

6. Akreditad inditus pdatihan addah suastu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau

badan akrediteas yang berwenang kepada suatu inditus pdatihan yang teah memenuhi
sandar yang telah ditetapkan.

7. Setifikat pdatihan addah tanda bukti otentik yang menerapkan bahwa pemiliknya telah
berhasl mengikuti suatu pelatihan sertamemiliki kompetens tertentu.

8. Setfikat akredited inditus pelaihan addah tanda bukti otentik yang menerangkan bahwa
indtitug tersebut telah terakrediatas.

9. Satfikes addah pengaturan pemberian serifikat kepada orang yang tdah mengikuti suatu
pelatihan atau kepada inditus pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditas indtitus.

10. Kepala Badan addah Kepaa Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusa
Kesehatan Departemen Kesehatan.

11. Kepaa Dinas addah Kepaa Dinas Kesehatan Proping.
BAB I
PENYELENGGARAAN
Pasal 2
Pelaihan di bidang kesehatan diarahkan untuk :
a.  Meningkatkan penguasaan pengetahuan, skap dan keterampilan di bidang kesehatan.
b. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, skap dan keterampilan serta kewenangan di bidang
teknis kesehatan.
Pasal 3
(1) Pdaihan di bidang kesehatan dapat disdenggarakan di Bada Pdaihan Kesehatan atau unit
peatihan lan milik pemerintah dan/aau maesyarakat yang mempunya tuges dan  fungs
melaksnakan pdatihan di bidang kesehatan.

(2) Pdatihan teknis tertentu yang memerlukan sarana dan prasrana khusus depat diseenggarakan
oleh unit kerja atau unit organisas pelaksana upaya kesehatan sesual dengan kompetensinya.



Pasal 4

(1) Peatihan di bidang kesehatan disdenggarakan daam 2 (dua) bentuk :

a. Pdatihan dengan sandar nasond
b. Peatihan dengan standar lokd.

(2) Peldihan dengan standar nasiond sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a addah

pelatihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarises secaranasond.

(3) Pdatihan dengan standar loka sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b addah

pel atihan dengan menggunakan kurikulum yang distandarisas secaralokd.

BAB 111
AKREDITASI

Pasal 5

Untuk menentukan layak tideknya suatu pelatihan dilakukan akredites pedihan, dan untuk
inditus pelatihannya dilakukan akredites indtitus pelatihan.
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Pasal 6

Untuk melaksanakan akreditas pdatihan dibentuk Tim Akreditas Peaihan Pusat dan
Tim Akreditas Pelatihan Proping.

Tim Akreditas sebagimana dimaksud pada ayat (1) di Pusat ditetapkan oleh Kepda
Badan dan di Proping ditetgpkan oleh Kepaa Dinas Kesehatan Proping.

Untuk melaksanekan akreditas inditus  pelaihan dibentuk Tim Akreditas  Inditus
Pelatihan Pusat yang ditetapkan oleh Kepaa Badan
Pasal 7

Akreditas  pddihan ditinjau setigp tahun dan akredites inditus pdatihan ditinjau setigp
3 (tiga) tahun terhadap komponennnya.

Pedoman pelaksanaan akreditas pelatihan sebagimana dimaksud dalam Pasd 5 dan Pasd
6 sebagimanatercantum daam Lampiran | Keputusan ini.

Pedoman peaksanaan akreditas inditus peaihan sebagimana dimaksud ddam Pasd 5
dan Pasd 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.

BAB |V
SERTIFIKASI
Pasal 8

Terhadgp inditus peaihan di bidang kesshaan yang tdah memenuhi  persyaratan
akreditas diberikan sertifikat akreditas oleh Kepala Badan atau pgjabat yang ditunjuk.

Bagi pesata pedihan yang tdah berhasl mengikuti suatu pelatihan dapat diberikan
saertifikat pelatihan berdasarkan rekomendas Ketua Tim Akreditas yang berwenang.

Bagi pesarta pdatihan teknis tertentu sebagimana dimaksud ddam Pasal 3 ayat (2) dapat
diberikan sertifikat pelatihan teknis oleh Ketua Pelaksana atau Kepaa Unit kerjanya

Pedoman tentang sertifikas sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
sebagimana tercantum dalam Lampiran |11 Keputusan ini.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Kepala Badan atau pgabat yang ditunjuk melakukan pembinaan atau pengawasan secara
teknis fungsond terhadgp semua kegiatan yang berhubungan denga pelaihan di bidang
kesehatan.

(2) Kepada Dinas meakukan pembinaan dan pengawasan terhadgp semua kegiatan yang
berhubungan dengan pelatihan dibidang kesehatan di wilayah kerjanya.

(3) Ddam peaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagimana dimeksud pada ayat (1)
dapat mengikutsertakan ingtitus atau organisas profes kesehatan yang terkait.
BAB VI
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan penyedenggaraan  pdatihan  sebagimana termuat  dalam
Keputusan ini dapat dikenakan sanks administrasi berupa:

a Teguranlisan,

b. Tegurantertulis

Cc.  Penghentian pdatihan

d.  Pembekuan sementara

e.  Pencabutan Sertifikes Akredites.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetgpkannya Keputusan ini maka semua Kketentuan mengena  pedoman
penyelenggaraan pdatihan di bidang kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mula berlaku sgak tangga ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Me 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



